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Skripsi ini berjudul: Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
(Studi Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh 
Siyasah. 
 Penelitian ini membahas tentang implementasi pelayanan parkir di tepi 
jalan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum di 
jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam rangka meningkatkan 
efektivitas pengelolaan retribusi daerah dari sektor parkir. Peneliti memiliki tujuan 
untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir di lapangan dengan turut serta 
mengidentifikasi peran-peran pihak yang bertanggung jawab dan menguraikan 
penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologi Hukum dengan metode 
penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 
observasi lapangan, dan wawancara langsung sebagai data primer yang dihimpun 
dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah 
data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan 
permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif. 
 Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil 
setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan 
pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur‟an, dan kaidah 
fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. 
 Dari uraian yang disajikan dan ditinjau yang telah dilakukan, maka penulis 
memperoleh jawaban bahwasanya terkait implementasi Perda tentang retribusi 
parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan adalah 
sesuatu yang belum tercapai ukuran suatu implementasi. Dimana Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pengelola retribusi parkir tidak sesuai 
dengan tinjauan fiqh siyasah karena pemimpin adalah orang yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara 
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A. Latar Belakang  
Negara Indonesia merupakan negara hukum terdapat dalam pasal 1ayat (3) 
UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
1
 
yang berarti dalam setiap apapun yang dilakukan oleh masyarakat atau warga 
negara Indonesia memiliki pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. 
Hukum adalah alat yang disahkan dan dicantumkan dalam UUD 1945 yang 
diperlukan untuk mengatur dan memberi batasan bagi warga negara Indonesia 
agar tidak melewati batasannya.
2
 Hukum akan berlaku apabila masyarakat atau 
warga negara melanggar norma-norma yang berlaku dan telah tertulis dalam 
Undang-Undang. Jadi setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang 
berlaku akan dikenai sanksi hukum. Maka dari itu sangat diperlukan kepatuhan 
terhadap hukum. Dimana kepatuhan hukum berfungsi untuk menertibkan segala 
sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, kepatuhan seseorang terhadap hukum 
sering kali dikaitkan dengan persoalan-persoalan seputar kesadaran hukum 
seseorang. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah 
ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam kehidupan masyarakat. 
Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur penting agar timbul kesadaran 
masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum bukan berarti hanya 
sekedar tahu terhadap hukum tersebut, melainkan juga mengetahui apa saja yang 
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 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Indonesia adalah salah satu negara berkembang dari sekian banyak negara 
di dunia. Seiring perkembangan negara Indonesia ini timbulah berbagai persoalan 
di berbagai kota, persoalan-persoalan yang ada di setiap kota ini sejalan dengan 
proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut.  
Fungsi kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat kerja, tempat 
hidup, dan tempat berekreasi. Jadi sudah selayaknya kota harus didukung sebagai 
sarana dan prasarana yang cukup dalam jangka waktu lama.
4
 
Salah satu permasalahan di setiap kota adalah transportasi. Menurut Svend 
Riemer merupakan seorang sosiolog, transportasi adalah bagian terpenting di 
setiap kota. Ia menganggap kota modern terdiri atas tiga hal, yaitu: konstruksi 
materi, relasi sosial, dan transportasi.
5
 Hal yang berkaitan dengan transportasi 
secara langsung menyinggung kebutuhan pribadi warga kota dan berkaitan dengan 
kehidupan ekonomi, sehingga peranan transportasi sangat penting dalam menjaga 
kelangsungan perkembangan sebuah kota.
6
 
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai 
implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi 
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 Ibid, hlm,33. 
4
 N. Daljoeni, Geografi kota dan desa, (Bandung, 1998), hlm,42. 
5
 Ibid, hlm,44. 
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daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.
7
 
Indonesia memberikan wewenang atas otonomi di setiap daerah, maka 
setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan tersebut untuk menentukan 
bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses 
penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan 
Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di daerah 
Pekanbaru sendiri, salah satu bagian retribusi yang cukup menjanjikan adalah 
retribusi parkir di tepi jalan umum, dikarenakan semakin pesatnya perkembangan 
pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan dan olahraga serta aktivitas 
perekonomian lainnya di pasar-pasar tradisional yang berdampak pada kepadatan 
lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Pekanbaru, maka dari itu Pemerintah Kota 
Pekanbaru menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir. 
Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama: 
perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi 
daerah otonom, kedua: perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat 
mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu masalah yang sering muncul dalam 
perparkiran yaitu munculnya parkir liar atau parkir tidak resmi. Timbulnya parkir 
liar biasanya dalam acara-acara tertentu dan tempat-tempat yang ramai 
pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel, pusat perbelanjaan, tempat wisata, 
restoran maupun rumah makan. Selain permasalahan tempat juga ada 
permasalahan karcis atau tanda parkir, sering kali karcis tidak diberikan kepada 
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pengguna jasa parkir, terkhusus pengguna jasa parkir di tepi jalan umum, bahkan 
ada petugas parkir yang membuat kartu karcis sendiri tanpa ada dasar peraturan 
yang jelas. 
Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan 
untuk mengatur serta menyelenggarakan peraturan pemerintah daerah sendiri 
berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pemerintah daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 2 
dan 3 yang dimaksud dengan: 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8
 Meskipun perparkiran 
di Kota Pekanbaru sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 
2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.  
Namun realitanya peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten. 
Terjadinya sejumlah praktek penyimpangan dimana dapat merugikan tidak hanya 
konsumen, namun dipastikan juga dapat merugikan Pemerintah Kota Pekanbaru 
sendiri, terkhusus dari segi Pendapatan Asli Daerah.  
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Sesuai Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Bab VI tentang 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir pasal 8: 
1) Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut 
kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:
9
 
a) Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 4000,- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 8000,- 
b) Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 3000,- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 5000,- 
c) Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000.- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,- 
3) Kendaraan roda 6 : Rp. 10.000,- 
d) Tarif retribusi pelayanan parkir dijalan lokal dan jalan lingkungan adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,- 
Akan tetapi tarif penarikan retribusi parkir yang ditemukan di lapangan 
ialah retribusi yang ditarik melebihi ketentuan. Misalnya kendaraan roda 2, sesuai 
Peraturan Daerah ditentukan Rp. 1000,-, namun prakteknya di lapangan juru 
parkir justru menarifkan Rp. 2000,-, begitu juga dengan kendaraan roda 4, sesuai 
Peraturan Daerah ditentukan Rp. 2000,-, namun prakteknya di lapangan juru 
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parkir justru menarifkan Rp. 3000,- bahkan sampai Rp. 5000,-. Fenomena ini 
hampir terjadi di semua lahan parkir, bahkan di acara tertentu dan terutama di 
tempat-tempat keramaian yang menggunakan tempat tersebut untuk sebuah event-
event besar tarif parkir dapat mencapai Rp. 5000,- untuk kendaraan roda 2 dan 
Rp. 10.000,- untuk kendaraan roda 4.
10
  
Sering kali juru parkir di tepi jalan umum menarik jasa parkir seenaknya, 
dimana hal ini sangat memberatkan konsumen. Dan keberadaan juru parkir di tepi 
jalan umum ini sangat dipastikan dapat merugikan Pemerintah terkhusus kota 
Pekanbaru, karena tak ada pemasukan retribusi parkir pada Pemerintah Kota 
Pekanbaru sebagai Pendapatan Asli Daerah. Namun, ada juga petugas yang 
bertanggung jawab memberikan jasa parkir pada konsumen sesuai prosedur, tetapi 
lebih kecil. 
Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah 
Daerah adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.
11
 
Retribusi merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya 
Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota agar Pendapatan Asli Daerah 
terus meningkat dengan upaya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
Yang merupakan salah satu dari berbagai macam retribusi daerah yang dikelola 
oleh Dinas Perhubungan. 
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 Observasi penulis. 
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Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang 
dapat dikelola secara optimal serta dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah hal 
inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan 
kebijakan tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang tercantum dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir 
Di Tepi Jalan Umum demi menunjang Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya 
keamanan dan kelancaran lalu lintas. 
Di dalam tinjauan fiqh siyasah, permasalahan ini juga dikaji dalam hukum 
Islam yang mana permasalahan parkir di tepi jalan umum ini ada kaitannya 
dengan Q.S An-Nisaa ayat 59 dan Q.S Al-Anfal ayat 46: 
                        
                           
         
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59) 
   
                        
         
 
Artinya : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan 
hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta 




Ayat-ayat diatas ini tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-
nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap umat muslim, akan tetapi juga 
mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip 
dasar konstitusi negara dalam politik islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa 
sesungguhnya Al-Qur‟an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan 
komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, 
tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia 
dalam kerangka kehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi negara. Dari 
pembahasan ayat-ayat ini berkaitan dengan ketaatan warga negara terhadap 
peraturan seorang pemimpinnya, karena kita sebagai warga negara harus menaati 
konstitusi dan kehidupan bermuamalah dengan baik di negara ini. Sehingga 
apapun jenis pekerjaan yang berkaitan warga negara harus sesuai dengan 
peraturan yang telah ada, dan dari pembahasan ini juru parkir di tepi jalan umum 
harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di negara ini, sehingga 
tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan peraturan baik segi bernegara dan 
kehidupan bermasyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dan 
disahkan secara hukum hendaklah diberlakukan dengan optimal, demi tercapainya 
tujuan dari kebijakan itu sendiri dan kemaslahatan orang banyak. Sebuah 
kebijakan publik harus segera dilaksanakan agar terciptanya dampak dan tujuan 
yang diinginkan serta mengevaluasi pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya 
sudah berjalan sesuai aturan ataupun sebaliknya. Dimana dalam hal ini penulis 




atas belum sepenuhnya terlaksana Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan 
Umum. 
Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih 
lanjut masalah pelaksanaan retribusi di tepi jalan umum tersebut, yang hasilnya 
dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA 
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI 
JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU 
(STUDI JALAN HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN 
PEKANBARU) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”. 
B. Batasan masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 
dibahas maka dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang 
implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum 
oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Parkir pada tahun 2019 sebagai salah satu fungsi pemerintahan kota yang 
bersentuhan langsung dengan masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang akan 
diteliti yaitu: 
1. Bagaimana implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di 
tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi 




2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi perda no 14 tahun 
2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan 
Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan 
Pekanbaru)? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan 
penelitian: 
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perda no 14 tahun 2016 
tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan 
Pekanbaru). 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap 
implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan 
umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan 
HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru). 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 
praktis, yaitu: 
a. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program 
Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan 





b. Untuk menambah pengetahuan tentang implementasi perda no 14 tahun 
2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan 
Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan 
Tampan Pekanbaru). 
c. Untuk mendapatkan pengetahuan fiqh siyasah terhadap implementasi 
perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. 
Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru). 
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Diantara para peneliti yang membahas tentang retribusi parkir di tepi jalan 
umum adalah Tri Hardianto penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan 
Retribusi Parkir Terhadap PAD. Dia menjelaskan bahwa dari sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentan 
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 
dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 
daerah. Salah satu pendapatan terbesar daerah adalah retribusi parkir. Mengingat 
retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang apabila dikelola 
secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah, hal inilah yang 
kemudian melatarbelakangi Pemerintahan Kota Batu menetapkan kebijakan 
tentang penyelenggaraan perparkiran yang berupa tiga buah Peraturan Daerah, 
sebagai pengganti Peraturan Daerah lama yakni Perda Kota Batu No 10 Tahun 




pelayanan parkir di kota Batu lebih optimal, dalam menunjang Pendapatan Asli 
Daerah serta terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam menetapkan 
Objek Parkir, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu 
menggunakan jasa pihak ketiga, kemudian pengelolah berhak memungut uang 
parkir terhadap pengguna parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 
Pengelolah menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara khusus 
penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu melalui 
koordinator juru parkir dari Dishubkominfo. Sedangkan penentuan objek parkir 
dilakukan dengan melalui survei ke tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi 
parkir, misalnya pasar, pertokoan, swalayan, bank dan fasilitas umum lainnya. Hal 
ini dilihat dari beberapa hal, yakni: jenis kendraan dan frekuensi pemanfaatan 
pekayaHIDAYATKRIPnan parkir/pengguna jasa, serta keselamatan dan 
kelancaran lalulintas. Dapat diketahui bahwa pengelolaan perparkiran dalam suatu 
daerah selain bertujuan untuk menungkatkan pertumbuhan ekonomi atau 
memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Daerah, pengelolaan perparkiran 
juga untuk membantu kelancaran lalulintas suatu kawasan.
12
 
Adapun penelitian E. Novianto yang berjudul Studi Efektifitas Pengaturan 
Parkir Kendraan Bermotor Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Perda No 4 
Tahun 2009 Tentang Penatalaksanaan Parkir). Dia menjelaskan bahwa sebagai 
bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri 
hampir seluruh aktifitas kita di luar rumah berhubungan denganjalan sebagai 
sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sarana penghubung 
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seperti alat transportasi kendraan bermotor pasti tidak jauh dengan tempat parkir. 
Tempat dimana berhentinya alat transportasi untuk sementara waktu. Akan tetapi 
parkir juga ahrus di tempat tertentu, sesuai undang-undang lalulintas yang 
berlaku, seperti yang tertulis dalam Perda Kota Malang No 4 tahun 2009 tentang 
Penatalaksanaan Parkir, peraturan tersebut dibuat untuk ketertiban lalulintas dan 
parkir. Karena saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut, 
Salah satunya masih banyak parkir liar di Kota Malang. Dimana dapat kita ketahui 
parkir ada dua jenis yaitu parkir resmi dan parkir tidak resmi, parkir resmi 
dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan dan Dispenda sedangkan parkir tidak 
resmi dikelola oleh seseorang yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas 
Perhubungan atau Dispenda. Di Kota Malang masalah parkir sangat 
mengkhawatirkan, banyak juru parkir dan tempat parkir liar bermunculan. Selain 
itu, banyak lahan parkir yang memakan badan jalan sehingga menimbulkan 
kemacetan lalulintas. Kacaunya penataan parkir terlihat di sejumlah jalan yang 
menjadi langganan kemacetan akibat lahan parkir di jalan raya. Selain itu juga 
banyak juru parkir tidak resmi memungut retribusi parkir yang tidak sesuai 
ketentuan dan tanpa bukti parkir yang resmi.
13
 
F. Metode Penelitian 
Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini 
maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru dan jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan 
Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut 
sangat mudah terjangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan 
wawancara mengenai permasalahan. 
2. Jenis Penelitian  
Penelitian ini bersifat lapangan (Field Research) yang berlokasi di Kantor 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang menitik beratkan tugas kepada Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Parkir yang bersentuhan langsung dengan 
kepentingan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa 
uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara 
melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan 
disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui. 
Observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka untuk dijadikan data 
atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
14
 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. 
Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal 
yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, 
setidaknya menurut kaum subjektif, harus berusaha menjelaskan prilaku 
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manusia agar dapat dipahami.
15
 Adapun yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis 
Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, koordinator lapangan 
dan juru parkir di tepi jalan umum di jalan HR. Soebrantas Kecamatan 
Tampan Pekanbaru. 
b. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Perda No 
14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (Studi Jalan HR. Soebrantas 
Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
16
 Populasi dalam 
penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi parkir di 
tepi jalan umum di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
Untuk data populasi dari pihak pelaksana retribusi parkir di tepi jalan umum ini 
dikarenakan tidak adanya data yang jelas di Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil 
observasi dilapangan ditemukan jumlah populasi sebanyak 31 orang yang 
terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang kepala UPTD (unit pelaksana teknis 
daerah) Parkir, 4 orang koordinator lapangan dan 25 orang juru parkir. 
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Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili 
keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan 
penelitian.
17
 Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan teknik 
purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti 
menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang 
sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala UPTD Parkir Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru, 1 orang koordinator lapangan dan 7 orang juru 
parkir di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
G. Sumber Data  
Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.
18
 Data merupakan 
salah satu unsur penting dalam membuat laporan. 
Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu: 
a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data 
primer atau sumber di lapangan.
19
 responden atau dari Kepala UPTD 
Parkir Dinas Perhubungan, koordinator lapangan dan juru parkir di jalan 
HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Serta mengumpulkan 
informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 
sumber sekunder.
20
 Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 
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langsung. Dapat diperoleh secara manual yaitu dengan membaca buku-
buku, peraturan perundang-undangan atau perda yang erat kaitannya 
dengan masalah yang sedang diteliti.
21
 
H. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penulisan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
22
 Untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai 
berikut: 
a. Observasi 
Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 
turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 
pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
23
 
Teknik ini digunakan peneliti untuk mempelajari prilaku manusia, proses 
kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu 
besar. Melakukan pengamatan langsung di jalan HR. Soebrantas Kecamatan 
Tampan Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang 
permasalahan yang diteliti. 
b. Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 
dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap 
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narasumber atau sumber data.
24
 Wawancara dilakukan dengan cara tanya 
jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Kepala 
UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, koordinator juru parkir, 
dan juru parkir di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
Penulis melakukan wawancara langsung guna melengkapi data yang 
dibutuhkan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di jalan HR. 
Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
c. Dokumentasi 
Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-
sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-
undang, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan 
keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.
25
 
d. Studi Kepustakaan 
Yaitu penulisan mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya 
dengan persoalan yang diteliti.
26
 
e. Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan 
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secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat 
dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
27
 
I. Metode Penulisan 
Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 
berikut: 
a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian 
berdasarkan fakta-fakta yang ada yang dibahas berdasarkan data yang 
diperoleh. 
b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil 
suatu kesimpulan yang bersifat umum.
28
 
c. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya 
dengan penelitian ini dan diambil keimpulannya secara khusus.
29
 
J.   Sistematika Penulisan 
Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis 
membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN  
 Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 
dan Sistematika Penulisan.  
                                                                   
27
 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Yogyakarta: UIN 
MALIKI Press, 2010), hlm,352. 
 
28
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm,40. 
29
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 




BAB II  : TINJAUAN UMUM 
 Merupakan tentang tinjauan umum jalan HR. Soebrantas Kecamatan 
Tampan Pekanbaru dan gambaran Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru. Bab ini meliputi tentang gambaran geografis, demografis, 
sosial ekonomi, sejarah singkat, mekanisme kerja, visi dan misi, 
struktur dan program kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
BAB III   : TINJAUAN TEORITIS 
 Membahas uraian tinjauan umum tentang bagaimana sistem 
pengaturan parkir di daerah Kota Pekanbaru yang telah diatur dalam 
perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum 
oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2019 (studi jalan 
HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) dan pembahasan 
tantang fiqh siyasah. Yang meliputi: definisi desentralisasi fiskal, 
konsep retribusi, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan tinjauan fiqh 
siyasah. 
BAB IV    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Membahas tentang pelaksanaan implementasi perda no 14 tahun 2016 
tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan 
Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan 
Tampan Pekanbaru) ditinjau dari fiqh siyasah terhadap penertiban 






BAB V      : PENUTUP 
 Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil 
berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh 
berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. 
Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam 







A. Letak Geografis Dan Demografis Kecamatan Tampan Pekanbaru 
1. Letak Geografis 
Kecamatan Tampan Panam merupakan daerah perkembangan pemukiman 
di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak 
di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Kecamatan ini memiliki jumlah 
penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Pekanbaru, dan masyarakat 
paling heterogen. Kecamatan Tampan memiliki empat kelurahan yakni Kelurahan 
Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima. Dua kelurahan 
terutama Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan kelurahan dengan 
jumlah warga pendatang terbanyak. 
Kecamatan Tampan juga dilalui jalan HR. Soebrantas atau juga sering 
disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis 
karena menjadi penghubung untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di 
luar provinsi seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat dan lainnya.
30
 
Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota 
Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan 
batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 
1988. Terdiri atas 131 RW dan 574 RT mempunyai luas wilayah 59,81 km
2
 
dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan yaitu: 
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1. Kelurahan Simpang Baru 
2. Kelurahan Sidomulyo Barat 
3. Kelurahan Tuah Karya 
4. Kelurahan Delima 
5. Kelurahan Tuah Madani 
6. Kelurahan Sialang Munggu 
7. Kelurahan Tobek Godang 
8. Kelurahan Bina Widya 
9. Kelurahan Air Putih 
Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah: 
a) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai 
b) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar 
c) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki 
d) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar 
1. Letak dan Luas 











2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah salah satu Kecamatan yang 
terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara 
Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 






3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari 
Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa 
Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak 
Hulu. 
4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 
Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan 
dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan 
Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan 
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya 
kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di 
segala bidang yang pada akhirnya juga meningkatkan tuntutan dan juga 
kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan 
serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan 
pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah kelurahan baru 
dengan Perda Kota Pekanbaru NO.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan. 
5. Geologi 
Kecamatan Tampan yang keadaan daerahnya relatif datar dengan:  
1) Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis Aluvial dengan pasir 
2) Jenis tanah Organosol dan Humus yang merupakan rawa-rawa yang 










2. Letak Demografis 
Kependudukan 
Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 
2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun2017. 







Untuk melihat gambaran umum perkembangan pendidikan di 
Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data 
pendidikan meliputi TK 75 sekolah, SD Negeri 21 sekolah dan SD 
swasta 32 sekolah,, SMP Negeri 4 sekolah dan SMP  Swasta 19 sekolah 
serta SMA Negeri2 sekolah dan SMA Swasta 9 sekolah ada juga SMK 
dengan SMK negeri 2 sekolah dan SMK swasta 16 sekolah. 
2. Agama 
Data yang dikumpulkan dari Kementerian Agama menunjukkan 
bahwa pada tahun 2018 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat 
ibadah, baik itu masjid, surau/musholla, gereja, dan vihara/kelenteng. 
3. Kesehatan 
Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah 
dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat 
kesehatan masyarakat yang baik. banyaknya tenaga kerja kesehatan 
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menurut kelurahan di kecamatan tampan adalah dokter sebanyak 53 
orang,mantri atau perawat sebanyak 49 orang,bidan 64 orang dan tenaga 
kesehatan lainnya sebanyak 62 orang. 
4. Perekonomian 
Kecamatan Tampan juga memiliki beberapa potensi untuk 
memajukan kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti 
pertanian dan peternakan, industri kecil maupun industri besar serta salah 
satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana 
perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah 
sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan 
dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, 
pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di Kecamatan Tampan, pada 
tahun 2016 jumlahnya meningkat cukup pesat menjadi 11 pasar. Begitu 
pula dengan sarana perekonomian.
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B. Gambaran Umum Demografi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
1.  Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan 
urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang 
Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang 
diberikan oleh pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. 
Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi 
strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong 
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kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu 
ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi 
sehingga secara sistematik penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan 
antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.  
Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA 
(Pemerintah Daerah) No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota 
pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi , dan 
tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru. Dinas Perhubungan 
Kominfo Kota Pekanbaru termasuk ke dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) yang diatur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
PP Nomor 38 tahun 2007, PP Nomor 41 tahun 2007, Perda Nomor 08 tahun 2008 
dan Perwako Nomor 08 tahun 2009. 
34
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas - 
dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu 
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika.  
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
adalah sebagai berikut 
Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:  
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“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, 
Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan 
terjangkau.”  
Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:  
1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang 
berkualitas dan profesional  
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat 
kualitas pelayanan perhubungan.  
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, 
sarana, dan sistem jaringan tranportasi. 




3. Tujuan dan Saran Jangka Menengah 
Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah 
tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan 
yang ingin dicapai adalah : 
a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan 
melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan 
Kesekretariatan; 
b) Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 
c) Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan; 
d) Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan; 
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e) Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 
f) Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai; 
g) Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h) Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru 
Adapun Sasaran dan yang ingin dicapai adalah :  
a) Aparatur Perhubungan yang profesional; 
b) Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan 
prasarana dan fasilitas perhubungan; 
c) Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan 
terminal serta sarana dan prasarana perhubungan; 
d) Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;  
e) Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum, penataan dan 
pengembangan koridor Trans Metro, pembangunan Halte Bus dan 
Pengadaan Bus, Terminal Barang, Pelabuhan Tenayan, Kantor 
Pengujian Kendaraan Bermotor, Gedung Parkir dan Penataan 
Pedestrian Sudirman; 
f) Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar 
pengaman jalan; 
g) Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane; 
h) Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara 
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4. Strategi dan Kebijakan 
a) Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di 
lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 
Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di 
bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan;  
b) Melakukan pengajuan rekruitmen tenaga yang memiliki potensi dan 
kemampuan teknis di bidang Perhubungan; 
c) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat dengan menitipkan beberapa perizinan dan rekomendasi 
bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayan 
Terpadu; 
d) Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan 
menjadi angkutan pemadu mode transportasi; 
e) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen 
angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga 
meliputi sarana dan prasarananya;  
f) Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan 
koperasi;  
g) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib 
berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan 
pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan; 
h) Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan 




i) Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang 




5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) 
adalah sebagai berikut :  
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian 
tugas: 
a) Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, 
komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
pemerintah.  
b) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff 
dinas.  
c) Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan 
informasi.  
d) Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan 
informasi. 
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e) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta 
evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, 
pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana 
dan prasarana, dan kominfo.  
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam 
melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 
menyelenggarakan fungsi.  
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan 
informatika.  
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.  
c) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.  
d) Pembinaan dan pelaporan. 
e) Penyelenggaraan urusan penata usahaan dinas. 
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain.  
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika membawahi :  
a. Sekretaris  
b. Bidang Angkutan  
c. Bidang KTSP (Keselamatan Teknik Sarana Prasarana) 





e. Bidang KOMINFO (Komunikasi dan Informatika) 
f. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas 
g. Kelompok Jabatan Fungsional  
2. Bagian Sekretariat 
 Sekretaris mempunyai rincian tugas : 
a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 
umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas. 
b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.  
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 
tahunan di lingkungan dinas.  
d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau 
tidak berada di tempat.  
e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub 
bagian.  
f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan 
pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata 
persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan 
dinas. 
g. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis. 
h. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, 




i. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan 
yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
Sekretariat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan. 
b. Sub Bagian Keuangan.  
c. Sub Bagian Penyusunan Program. 
3. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas  
Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:  
a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan 
petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan 
pengendalian operasional. 
b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang 
pengawasan dan pengendalian operasional.  
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 
pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional. 
d. engkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang 
pengawasan dan pengendalian operasional.  
e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas 
manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan 




f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :  
a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.  
b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.  
c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.  
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan  
a. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai 
Kewenangannya.  
b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA (Peraturan Daerah) di 
bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pemenuhan 
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian 
Berkala dan Perizinan Angkutan Umum. 
c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap 
Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan 
dalam Kota.  
d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama 
penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.  
e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan 
atau barang berbahaya lintas darat.  






f. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di 
ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian 
dalam kota.  
g. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 
6. Fungsi UPTD 
a. UPTD Parkir: 
Mengelola dan menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan Pelayananan 
Perparkiran 
b. UPTD Terminal: 
Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) Retribusi Terminal,  kebersihan dan pelayanan Terminal 
c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) 
Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
d. UPTD Kepelabuhan: 
Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) Pelayanan kepelabuhanan 
e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan) 
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A. Desentralisasi Fiskal 
1.  Latar Belakang Desentralisasi Fiskal  
 Menurut Ivan Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad, desentralisasi fiskal 
adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan 
kepada pemerintah daerah.
40
 Manfaatnya adalah untuk menyesuaikan antara 
kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah, terjadi efisiensi 
melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan, bias saja desentralisasi 
tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada 
eksternalitas positif dan negatif di antara daerah. 
 Menurut Bernard Defflon dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi 
fiscal ada tiga hal utama yang harus diperhatikan. Pertama, asumsinya bahwa 
daerah merupakan bagian utama yang akan memberikan pelayanan publik. Kedua, 
adanya hubungan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan masyarakat. 
Ketiga, pembagian keuangan kepada masing-masing daerah dengan pertimbangan 
kebutuhan dan hubungan antara pemerintah maupun hubungan dengan daerah 
lain. Maka dari itu, dalam hal mengambil kebijakan harus mempertimbangkan 
empat hal yaitu, pemerataan daya saing daerah, pembagian dana antar pemerintah 
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B. Konsep Retribusi 
1. Gambaran Umum Retribusi 
 Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena 
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara 
perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang 
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.
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 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
43
  
Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang 
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta 
memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang dalam meningkatkan 
potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah 
ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga 
sesuai dengan aspirasi masyarakat.
44
 
Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi 
yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Sebagaimana penjelasan 
diatas bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
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jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, apabila 
seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan pemerintah daerah, ia 
harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang telah 
berlaku. 
Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini 
dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut. 
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 
c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas 
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang 
dilakukannya. 
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 
yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
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2. Objek dan Golongan Retribusi 
Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak dikarenakan 
pada retribusi terdapat imbalan langsung pada pihak-pihak yang menggunakan 
objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang 
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No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
da Retribusi Derah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 
1. Jasa Umum 
2. Jasa Usaha, dan  
3. Perizinan Tertentu 
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu 
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
46
  
3. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan 
retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan 
retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian 
ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan 
pihak ketiga. Dengan sangat sensitif dalam proses pemungutan retribusi, 
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang 
karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian 
tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan 
pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan 
penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi 
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Retribusi dipungut dengan mengggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain 
yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. 
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 
(STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan Retribusi terutang 
didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemugutan Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pasal 161 menetapkan bahwa 
pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk 
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 
yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 
retribusi ditetapkan dengan perturan daerah.
47
  
4. Perhitungan Retribusi 
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
menggunakan jasa atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu 
dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. 
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Dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tariff 
retribusi dan tingkat penggunaa jasa 
Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang 
ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat 
ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai 
dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi 
antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala paling 
lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif 
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
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Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, tarif retribusi daerah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran 
penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan 
sebagai berikut: 
1) Tarif retribusi jasa umum, tarif retribusi jasa umum ditetapkan 
berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan. 
2) Tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan 
berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang 
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layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang 
bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 
3) Tarif retribusi perizinan tertentu, tarif retribusi perizinan tertentu 
ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 
Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi 
penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan tersebut. 
5. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Pajak dan retribusi memiliki perbedaan sebagai berikut: 
1. Pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangan 
sedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri atau pejabat Negara yang lebih rendah. 
2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada 
retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut. 
3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti, penghasilan kekayaan, 
laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya 
ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa 
pemerintah. 
4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, wajib 
dibayar jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, sedangkan 




ekonomis yang hanya berlaku pada orang-orang yang menggunakan 
jasa pemerintah. 
5. Lembaga pemungutan pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah 
(Negara), sedangkan lembaga pemungutan retribusi hanya pemerintah 
daerah. 
6. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi 
bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan 
jasa pemerintah.
49
   
C. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
1. Pengertian Parkir 
 Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu 
saat akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan 
dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di 
tempat parkir. 
 Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 
kendraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi parkir di tepi jalan 
umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan 
umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
50
 
2. Nama, Jenis, Objek dan Subjek Retribusi 
 Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru No 14 
Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bab II.  
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Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi 
jalan umum. 
Pasal 3 
1. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penyediaan 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pengaturan 
b. Penataan/penempatan; dan 
c. Penertiban. 
3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan 
menjadi tanggungjawab pemungut retribusi. 
4. Pelaksanaan sehari-hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk/dipekerjakan oleh pemungut 
retribusi. 
Pasal 4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
atau menikmati fasilitas dan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum 






3. Besaran Tarif Retribusi Parkir 
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan 
retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, 
ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum kota pekanbaru 
ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Bab VI tentang 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir pasal 8: 
1. Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut 
kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:
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a. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 4000,- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 8000,- 
b. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah: 
1)Kendaraan roda 2 : Rp. 3000,- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 5000,- 
c. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000.- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,- 
3) Kendaraan roda 6 : Rp. 10.000,- 
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d. Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan 
adalah: 
1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,- 
2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,- 
4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
 Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam pasal 160 Bab IX 
bagian pertama Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah 
Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum 
secara garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VIII tentang Tata Cara 
Pemungutan pasal 10 sebagai berikut: 
 Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan 
oleh Dinas. 
Pasal 11 
1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
2) Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau 
dokumen lain berupa karcis parkir yang telah diporporasi atau yang 
dipersamakan dengan itu. 
3) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus 








D. Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
 Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian 
fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat 
pasti (qadh‟i). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). 
Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari‟at 
yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsil).
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 Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya 
sunggu-sungguh dari para ulama (mujtahidin)  untuk menggali hukum-hukum 
syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan 
hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ 
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 
perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 
 Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 
mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya 
(ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara 
luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah 
(pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa‟at (hukum 
acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan 
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 Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan 
diuraikan secara lebih terperinci. 
 Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari 
pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari‟at yang berhubungan dengan 
permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang 
pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara 
etimologi maupun terminology konsep fiqh siyasah tersebut. 
 Kata “siyasah” berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya 
“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, 
berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, 




 Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah 
adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 
dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma‟ruf memberikan 
batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 
mereka ke jalan keselamatan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh 
Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang 
membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, 
meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau 
diwahyukan oleh Allah SWT.
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 Dengan demikian pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang 
berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang 
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn 
Syarif dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mendefinisikannya sebagai ilmu yang 
mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam 
segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 
kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari‟at untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti popular adalah 




2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
 Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap 
perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh Siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy 
sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah 
2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 
3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah 
4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah 
5. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah 
6. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah 
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 
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8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah
58
 
 Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian fiqh siyasah  
dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: 
a. Siyasah Dusturiyyah disebut juga dengan politik perundang-undangan. 
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri‟iyyah) 
oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) oleh lembaga 
yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau 
eksekutif. 
b. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga dengan politik luar 
negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 
Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 
Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (siyasah 
harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan 
berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 
c. Siyasah Maliyyah, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. 
Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan 
belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 
publik, pajak dan perbankan.
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3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 
 Sebagi salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai 
sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, 
sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber 
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sekunder, Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga 
bagian yaitu, Al-Qur‟an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan 




 Selain sumber Al-Qur‟an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan 
sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, 
seperti pandangan para pakar politik, „Urf  atau kebiasaan masyarakat yang 
bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan 
yang pernah dibuat sebelumnya. 
 Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh beda dengan metode yang 
digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan 
kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, „urf, 
„adah, mashlahah mursalah, dan istishab.
61
 Dengan metode ini umat Islam bebas 
menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi 
sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja 
penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-
Qur‟an  dan Hadits Nabi. 
4. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 
 Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini 
berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki 
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan 
selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka 
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agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, 
kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. 
Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 
hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara, 
baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga 
sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-
undang dasar suatu Negara.
62
 
 Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam 
dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, 
setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 
hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan 
agama. 
 A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam fiqh siyasah 
dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah 
tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh 
siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-
undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan 




 A. Jazali mengupas ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyyah 
menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat 
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maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, 
kemuadian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam 
persoalan kenegaraan. 
 Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang Siyasa Dusturiyyah 
menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan 
kewajiban, 3) bai‟at, 4) waliyu al‟ahdi, 5) perwakilan, 6) ahlul halli wa al-„aqdi, 
7) wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang 




5. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyyah 
 Kekuasaan (sultah) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab 
Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
65
 
a. Lembaga legislatif (sultah tasyri‟iyyah), lembaga ini adalah lembaga 
Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 
b. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah lembaga 
negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. 
c. Lembaga yudikatif (sultah qadha‟iyyah), lembaga ini adalah lembaga 
negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 
 Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan 
perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, 
mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya 
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hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta 
wakaf dan lainnya. 
 Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata 
negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan 
tersebut meliputi Wilayah al-Qada‟, Wilayah al-Mazalim, dan Wilayah al-Hisbah. 
Wilayah al-Qada‟ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara 
awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana. 
 Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk 
menjalankan amar ma‟ruf ketika yang ma‟ruf mulai ditinggalkan orang, dan 
mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-
Hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-
persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-Qada‟. Wewenang 
Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala 
bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT. 
 Adapun Wilayah al-Mazalim merupakan kekuasaan pengadilan yang 
bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan 
aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.
66
 Wilayah al-
Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan 
zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak 
rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan 
antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut 
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al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai 
pejabat paling rendah. 
 Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk 
konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi 
dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan Wilayah al-Mazalim 
pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul 
“Implementasi Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan 
Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi jalan H.R Soebrantas 
Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau dari Fiqh Siyasah” ada beberapa hal 
yang menjadi kesimpulan yaitu: 
1. Sebagaimana proses perencanaan yang telah dilakukan dengan baik oleh 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan terhadap pengelola parkir. Namun realita yang 
ditemukan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang 
dalam Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 
Implementasi parkir di tepi jalan umum tidak maksimal, banyak 
ditemukannya perilaku juru parkir yang tidak tertib yaitu banyaknya juru 
parkir yang melakukan penarikan retribusi tidak sesuai dengan tarif yang 
telah ditetapkan, serta tidak menggunakan atribut lengkap seperti rompi, 
peluit, karcis parkir dan sebagainya. Permasalahan di lapangan juga 
disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Parkir 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada juru parkir sehingga pelaksanaan 
parkir di lapangan tidak berjalan efektif. Selain itu tidak adanya aturan resmi 




Kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap 
pihak terkait. 
2. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah 
Siyasah Dusturiyah.  dimana permasalahan yang penilis teliti berkaitan 
dengan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan 
pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada demi tercapainya 
kesejahteraan rakyat yang bisa dikatakan dengan Maslahatul Mursalah. 
Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan 
Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir belum 
efektif dalam mengimplementasikan Perda No 14 Tahun 2016 tentang 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.  
 B. Saran 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar 
implementasi perda tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan 
oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada pemerintah daerah khususnya kepada Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru hendaknya dapat mencari solusi atas permasalahan yang menjadi 
faktor tidak efektifnya implementasi Perda No 14 Tahun 2016 tentang 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di jalan H.R Soebrantas Kecamatan 
Tampan Pekanbaru.  
2. Kepada koordinator lapangan dan juru parkir di Kota Pekanbaru khususnya 




agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dengan harapan 
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